GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/627/B.02/HK /2017

TENTANG

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang

Mengingat

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi
sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu

menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Lampung;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011;

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/2787/8J Tanggal 14
Juni 2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Walikota Bandar Lampung bersama DPRD Koia Bandar Lampung
segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan
Daerah dari Gubernur.

Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubemur
Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Desember 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDEGJFTCARDO

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/627/B.02/HK/2017
JANGGAL : 6 DESEMBER 2017

HASIL EVALUASI TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

. PAJAK DAERAH
No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 3 4 5 ]
1. | Konsiderans . bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber | Diktum Menimbang
Menimbang pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai | disempumakan

pelaksanaan pemenntahan, pembangunan dan sosial
kemasyarakatan, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
serta mewujudkan kemandinan daerah;

. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah peru disesuaikan dengan
perkembangan perekonomian negara serta melaksanakan
Keputusan Gubemur Lampung Nomor : G/395/B.HiHK/2016
tentang Pembatalan Atas Beberapa Pasal Peraturan Daerah
Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, maka periu dilakukan perubahan;

. bahwa berdasarkan periimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, periu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah;




2

5

Diktum Mengingat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5587) sebagaimana (elah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015+ {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor &8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor €6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Presiden Republik-lndenesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 fentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199};

¢

Diktum Mengingat

- Angka 3 dihapus UU No.
12 Tahun 2011 digunakan
hanya sebagai pedoman
penyusunan  sehingga
tidak perlu dicantumkan
dalam konsiderans
mengingat

Angka 4, angka 5, angka
8 dan angka 9

disempumakan dengan
menambahkan Lembaran
pengundangan

tambahkan 3 (tiga) angka
baru yang mengatur
tentang Tata Cara

Pembenan dan
Pemanfaatan Pajak
Daerah dan Retrbusi

Daerah  serta  Pajak
Daerah dan Perda OPD
Kota Bandar Lampung
- dengan adanya
penambahan dasar
hukum, maka penulisan
angka selanjutnya
menyesuaikan

%
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|

Diktum Memutuskan

Batang Tubuh

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN :

Pasal |
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun
2011 Nomor 01, diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf f =~jaea-rurah-kes-dengar-ameet

0O00.000-{a

Dihapus sehingga keientuar Pasal 4 selengkapaya-haris-dibacs
dan berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh hotel
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang Sebagai
kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan
kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
(2) Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
fasilitas telephone, faximile, teleks, intemet, fotocopy, pelayanan
cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang

disediakan atau dikelola hotel.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor ....);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bandar Lampung (lembaran Daerah Kota
Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor ... Tambahan
Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07};

MEMUTUSKAN;

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun
2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) hunu f dihapus, sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh hotel
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai
kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan
kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(2) Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
fasilitas telephone, faximile, teleks, intemet, fotocopy, pelayanan
cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang
disediakan atau dikelola hotel.

Penulisan diktum memutuskan
diakhiri tanda baca titik dua
tanpa spasi

Batang Tubuh

Pasal | diubah dengan
menambahkan Tambahan
Lembaran Daerah Kota
Bandar Lampung pada
Perda No. 1 Tahun 2011

Ketentuan  angka 1
disempumakan sesuai
ketentuan UU No. 12
Tahun 2011

{
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(3) Termasuk Objek Pajak Hotel adalah jasa Persewaan | (3) Temmasuk Objek Pajak Hotel adalah jasa Persewaan | Pasal 4  disempurnakan
Ruanganftempat untuk kegiatan rapat, acara resepsi, pertemuan Ruangan/tempat untuk kegiatan rapat, acara resepsi, pertemuan | dengan memben keterangan
dan sejenisnya di hotel. dan sejenisnya di hotel. pada ketentuan Pasal 4 ayat
(4) Tidak temasuk objek Pajak Hote! sebagaimana dimaksud pada ' (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada | (4) huruf f, sesual ketentuan
ayat (1) adalah: ayat (1) adalah: UU No. 12 Tahun 2011
a. dasa tempat tinggal, asrama yang diselenggarakan oleh a. jasa tempat tinggal, asrama yang diselenggarakan oleh | tentang Pembentukan
pemerintzh atau pemerintah daerah; pemerintah atau pemerintah daerah; Peraturan Per-Ulan
b. Jasa sewa aparternen, kondominium, dan sejenisnya; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
C. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan
keagamaan; keagamaan;
d. dasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti
jompo, panti asuhan, dan panti sosial fainnya yang sejenis; jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
e.dasa Biro Perjalanan atau perjalanan wisata yang e. jasa Biro Perjalanan atau peralanan wisata yang
diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh
umum. umum; dan
f. dihapus
2.  Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g :—permainan-biyasd: | 2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal | - Ketentuan angka 2
Goli-Boling—torkail-kata—geH: dibapus: sehingga Keleriuan 18 berbunyi sebagai berikut: disempumakan sesuai
Pasal 18 selergkaprya-harse~dibaca-dan berbunyi sebagai ketentuan UU No. 12
berikut: Tahun 2011
o | Pasal 18 | _ _ Pasal 18 - Pasal 8 disempurnakan
1 g:éegﬁlzgj::ral;'}):;?t: :adaah jasa penyelenggaraan hiburan dengan di | (1) ggﬁg:?::mlj‘;:u;::u _adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dengar! .memben t_and§l
a. Fortonan Film; a tontonanfim baca titik !<oma d|akh|r_
b. Pagelaran Kesenian, musik, tan (tari modem) dan/atau busana; b. pagelaran kesenian, musik, tari (tari modern), dan/atau busana; anak kalimat sesuai
c. ¥ontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; ¢. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; ketentuan UU No. 12
d. Rameran; d. pameran; Tahun 2011 tentang
e. Biskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; e. diskotik, karaoke, kiab malam, dan sejenisnya; Pembentukan Peraturan
f. Sirkus, akrobat dan sulap; f. sirkus, akrobat, dan sulap; Per-UUan
9. Bermainan bilyar, bowling; g. permainan bilyard, bowlling;
h. Racuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan k. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
i. Ranti pijat, refleksi, mandi uap/SPA dan pusat kebugaran (fitness i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness
center) center); dan
j- Rertandingan olahraga j. pertandingan olahraga.
(2) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan

yang fidak dipungut bayaran, antara lain hiburan yang diselenggarakan
dalam rangka acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan,
dan sejenisnya.




& Setip nena hur Irah music, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d yang diselenggarakan di hotel atau
tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan,
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3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga | - Ketentuan  angka 3
Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: disempurnakan  sesuai

Pasal 21

Besarnya Tanf Pajak untuk tiap jenis pajak hiburan ditetapkan
sebagai berikut:

tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
dari harga tanda masuk;

pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang
berkelas lokalfradisonal ditetapkan sebesar 0% (nol
persen) dari harga tanda masuk;

pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang
berkelas nasional ditetapkan sebesar ...% (...... persen)
dari harga tanda masuk;

pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang
berkelas intemasional ditetapkan sebesar ..% (...
persen) dari harga tanda masuk;

pagelaran musik dan tari berkelas nasional ditetapkan
sebesar ....% (...... persen) dari harga tanda masuk;
pagelaran musik dan tari berkelas intemasional ditetapkan
sebesar ....% (...... persen} dari harga tanda masuk;
pagefaran musik dan tand nasional yang berkelas
lokalftradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
pameran yang bersifat non komersial ditetapkan sebesar
0% (nol persen);

pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar ...%

diskotik, i(araoke, klab malam dan sejenisnya ditetapkan
sebesar ...% (...... persen) dan pembayaran;

ketentuan UU No. 12
Tahun 2011

- Pasal 21 ayat (1) dan ayat

(2) disatukan menjadi ayat

(1) ayat selanjutnya
menyesuaikan,

- Klasifikasi dimaksudkan
sebagai pertimbangan
dalam rangka menjaga
ketestarian kesenian
rakyattradisional,

pengembangan budaya

nasional dan prestasi olah
raga anak bangsa yang
diselenggarakan di tempat
yang dapat dikunjungi oleh
semua lapisan masyarakat
sesuai ketentuan Pasal 45
ayat (3} UU No. 28 Tahun
2009
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¢ Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (8} adalah uang
untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali
setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumiah tiket atau tanda
masuk yang terjual.

(6} Besamya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional,
ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari harga tanda
masuk;

m. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional
ditetapkan sebesar ....% (... persen) dari harga tanda
masuk;

n. Sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas intemasional
ditetapkan sebesar ...% (... persen) dari harga tanda
masuk;

0. permainan bilyar yang menggunakan AC (air conditioner)
dikenakan pajak sebesar ..% (... persen) dan
permainan bilyar yang ftidak menggunakan AC (air
conditioner) dikenakan pajak sebesar ....% (...... persen);

p. pemainan bowling ditetapkan sebesar ...% (...... persen)
dar pembayaran;

q. pacuan kuda yang berkelas lokaltradisional ditetapkan
sebesar 0% (nol persen) dari harga tanda masuk;

r. pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional
ditetapkan sebesar ....% (... persen) dan harga tanda
masuk;

s. balapan Kendaraan hermotor ditetapkan sebesar ...%
(...... persen) darf harga tanda masuk;

t.permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar
«..% (...... persen) dari pembayaran;

u panti pijat, refleksi, mandi uap/spa ditetapkan sebesar
«.% {...... persen) dari pembayaran;

v. pusat kebugaran ditetapkan sebesar ...% (... persen)
dari pembayaran,

w. perfandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional,
ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari harga tanda
masuk;

X.  pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan
sebesar ....% (...... persen) dari harga tanda masuk;

y. pertandingan olahraga yang berkelas intemasional
ditetapkan sebesar ...% (... persen) dari harga tanda
masuk;
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(2)

(3)

(4)

Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik, dan tan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf f yang
diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya wajib
menyetorkan uang jaminan.

Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan
diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai
dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual.

Besamya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Ketentuan Pasal 135 dihapus

Ketentuan Pasal 135 dihapus
karena sesuai ketenfuan
angka 210 Lampiran I UU
No. 12 Tahun 2011, yang
menyatakan bahwa ddam
pendelegasian  kewenangan
mengatur  tidak  boleh
adanya delegasi blangko.




RETRIBUSI JASA UMUM

No

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rumusan Penyempurnaan

Keterangan

1

2

4

5

1.

Diktum Menimbang

Diktum Mengingat

......

omor

Tahun 2014 tentang Pemerintahan

| Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015: (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor &89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

daerah vyang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan
pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan
kemandinan daerah;

. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomar 5 Tahun

2011 tentang Retrlbusi Jasa Umum perlu disesuaikan dengan
perkembangan perekonomian negara serta untuk melaksanakan
ketentuan  Keputusan  Gubemur Lampung Nomor
G/#13B.IMHK2016 tentang Pembatalan Atas Beberapa Pasal
Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu dilakukan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di

atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomer 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

Diktum menimbang
disempumakan dan setiap
akhir anak kalimat diakhlri
tanda baca titik koma.

Diktum mengingat:

- Angka 3 dihapus, UU No.
12 Tahun 2011 digunakan
hanya sebagai pedoman
penyusunan  sehingga
tidak perlu dicantumkan
dalam konsiderans
mengingat

-Angka 4, angka 7 dan
angka 8 disempurnakan
dengan  menambahkan
lembaran pengundangan
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. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara | - angka 7 dan 8
Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | disempumakan dengan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 | menambahkan  Lembaran
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Negara dan Berita Negara

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2044 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah.

o

Peraturan Presiden Republfik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 fentang Pembentukan Peraturan Penundang-undangan
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Bandar Lampung Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016
fentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Bandar Lampunag (L embaran Daerah Kota Bandar L ampung Tahun
2016 Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 07):

- tambahkan 3 (tiga) angka
baru yang mengatur tentang
Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Pajak Daerah
dan Retribust Daerah serta
Retribusi Jasa Umum dan
Perda OPD Kota Bandar
Lampung

- dengan adanya
penambahan dasafr hukum,
maka penulisan angka
selanjutnya menyesuakan
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Diktum Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

Menetapkan

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
& Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
k.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
&  Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
& Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUS! JASA
UMUM,

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17, angka 18, angka 28 dihapus, angka 32
diubah dan diantara angka 33 dan angka 34 disisipkan 1 (satu) angka
yaitu angka 33.a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempuriyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah  adalah  Walikota sebagai
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.

4, Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Retrbusi Daerah, yang selanjutnya disebut Refribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

unsur
memimpin
yang menjadi kewenangan

Diktum Menetapkan, dakhir
kallmat diberi tanda baca
titlk.

Pasal 1 disempumakart:

- Penulisan huruf  dubah
dengan angka sesuai
ketentuan UU Nomor 12
Tahun 2011

- Istilah yang dipergunakan
mengacy pada ketentuan

yang diatur dalam
peraturan perundang-
undangan

’
\
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung;

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
iin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atay yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan,

Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib
Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran Retribusi, fermasuk pemungut atau
pemotong Retribusi Jasa Umum;

Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek
Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
dan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh
pemerintah daerah;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang melipui perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
Negara (BUMN), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politk atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investor kolektif dan bentuk usaha tetap;

Masa Refribusi adalah suatu jangka waktu terenty yang
merupakan batas wakfu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan
jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;

Kas Daerah Kas Daerah Kota Bandar Lampung;

Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Bandar Lampung;

10,

11,

12

13.
14,

15.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib
Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk  melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
JasaUmum.

Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek
Retribusi adatah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan
atay menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh
pemerintah daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, bak yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN),
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ofganisasi
massa, organisasi  sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk konirak investor kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Masa Retribusi adalah suatu jangka wakiu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dan pemerintah daerah,

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan petayanan kesehatan perorangan secara
paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
dan gawat darurat.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang Selanjutnya disebut Puskesmas
adalah fasiiitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan
preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi- tingginya di wilayah kerjanya.
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Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Bandar
Lampung;

Sampah adalah sisa kegiatan sehan-han manusia dan atau proses
alam yang berbentuk padat;

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak
bersifat sementara.

Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian
kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di witayah daerah;
Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu fintas umum;
Kartu Langganan Parkir adalah tanda pelunasan pembayaran parkir
terhadap seluruh fokasi parkir di tepi jalan umum yang ada di daerah
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;

Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat
umum dan feratur serta diberi batas tertentu yang terdin atas
halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta
bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus
disediakan untuk pedagang;

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan
digerakkan oleh peralatan teknlk berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi
tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat-alat berat adan alat-alat besar yang
dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat
secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air;

Pengujlan Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan
penguijian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bemmotor
kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam
rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;

Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk
memadamkan kebarakaran;

Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau
dengan tanda tera batal yang beriaku untuk memberikan keterangan
tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang beraku ,
dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan
atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum
dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku;

16.

17.
18.
18.

20.

23.

24

25.

26.

2.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses
alam yang berbentuk padat

Dihapus.

Dihapus,

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu xendaraan yang fidak
bersifat sementara.

Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian
kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah daerah.

Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
Kartu Langganan Parkir adalah tanda pelunasan pembayaran parkir
terhadap selurub lokasi parkir di tepi jalan umum yang ada di daerah
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat
umum dan feratur serta diben batas tertentu yang terdin atas
halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk
lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan
untuk pedagang.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berseria
gandengannya yang digunakan di semua jenis falan darat, dan
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya
yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat-alat berat adan alat-alat besar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen
serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air,

Penguijian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan penguijian
dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor kereta
gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka
pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;

Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk
memadamkan kebarakaran;

Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau
dengan tanda tera batal yang berlaku untuk membertikan keterangan
tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang beraku ,
dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas
alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai
sesuai persyaratan atau ketentuan yang beriaku.

o



3

]

Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-
tanda tera sah atau tera batal yang berlaku unuk memberikan
keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batai
yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil penguijian
yang dijalankan atau alat-alat ukur , takar, timbang dan
perfengkapannya yang telah ditera;

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjuinya disingkat SSRD,
adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara 'ain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Dagrah;

Surat Ketetapan Retribsl Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Ketetapan retribusi Daerah yang menentukan besamya
jumiah pokok Retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retrbusi yang
menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar dan pada retribusi
yang teriutang atau seharusnya tidak terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
adinistratif berupa bunga dan atau denda;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obkjek dan subjek retribsui, penentuan besarnya
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
wajib retribusi serta pengawasan penyetoran;

Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemerksaan utuk menguji kepatuhan pemenuhar kewajiban
retibusi daerah dan atau untuk tujun Jain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retnbusi
daerah; |

28. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-
tanda tera sah atau tera batal yang beraku unuk memberikan
keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal
yang beraku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang
dijalankan atau alat-alat ukur , takar, timbang dan perlengkapannya
yang telah ditera.

29.  Dihapus.

30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah,

31. Surat Ketetapan Retribsi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Ketetapan retribusi Daerah yang menentukan besamya
jumiah pokok Retribusi yang terutang.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar vang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan
jumiah_kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retnbust
lebih besar daripada retribusi yang tertutang atau seharusnya tidak
terutang.

33. Surat Tagihan Refribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah Surat untuk melakukan tagihan refribusi dan atau sanksi
adinistratif berupa bunga dan atau denda.

33.a Perangkat Daerah adalah unsur _pembantu Walikota dan Dewan

Perwakilan _ Rakyat Daerah dalam__ penyelenggaraan _ urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obkjek dan subjek retribsui, penentuan besamya refribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi
serta pengawasan penyetoran,

35. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan utuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewaijiban retribusi daerah dan atau untuk tujun
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.

36. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah
Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukli yang dengan bukfi ith membuat terang tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan
tersangkanya.

i
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bRe=Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retrbusi Daerah adalah
Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menentukan tersangkanya.

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum ¢alam Peraturan Daerah ini agalah:

e 0 00 o

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Keberasihan
Retribusl Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pengujian Kendaraan Bemotor

Retribusi Pemeriksaan Aiat Pemadam Kebakaran
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan,

2. Ketentuan Pasal 2 huruf ¢ dan huruf | dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:

w

—ET oSO S0 a0 ow

Pasal 2

Retribus| Pelayanan Kesehatan;

Retribusi Pelayanan Persampahan/Keberasihan;
Dihapus

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Retribusi Pemeriksaan Atat Pemadam Kebakaran,
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
Dihapus

Ketentuan BAB VI Dihapus

i
r
/

Ketentuan Pasal 2

disempumakan :

- Sesual ketentuan
Pasal 110 ayat (1)
UU No. 28 Tahun 2009,
Pasal 79A UU No. 23
Tahun 2006
sebagaimana telah
diubah dengan UU No.
24 Tahun 2013

- Pengaturan  tentang
Retribusi Pengendalian
Menara
Telekomunikasi  telah
diatur dalam Peraturan
Daerah tersendiri

Ketentuan angka 3
diubah, karena Pasal 14
sampai dengan Pasal 18
merupakan Pasal-Pasal
dalam BAB VI |
- Pengurusan dan
penerbitan Dokumen
Kependudukan fidak
dipungut biaya
sesuai ketentuan UU
No. 23 Tahun 2006
tentang Administrasi
Kependudukan |
sebagaimana  telah |
diubak dengan UU
No.24 Tahun 2013.
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4. Ketentuan BAB XV dihapus

Ketentuan angka 4
diubah, karena Pasa 59
sampai dengan Pasal 63
merupakan Pasal-Pasal
dalam BAB XV dan
Pengaturan tentang
Retribusi  Pengendalian
Menara Telekomunikasi
telah  diar  dalam
Peraturan Daerah
tersendiri
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. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 84
Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, untuk pelaksanaannya
menunjuk :
d. Dinas .....untuk melaksanakan pemungutan retribusi.....
b. Dan seterusnya
. Ketentuan Pasal 85 dihapus

. Ketentuan Lampiran IV dihapus

5
Pasal 84 diubah, dengan ditetapkannya Perda No. 7 Tahun 201(]

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bandar Lampung, maka nomenkiatur perangkat daerah yang
melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah disesuaikan
dengan nomenklatur perangkat daerah yang telah ditetapkan

Ketentuan Pasal 85 dihapus

karena sesuai ketentuan angka 210 Lampiran Il UU No. 12 Tahun
2011, dinyatakan bahwa dalam pendelegasian kewenangan
mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Ketentuan Lampiran IV dihapus karena

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak
dipungut biaya sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 24 Tahun 2013.




RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
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FNO R’:;te‘::a Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan T
1 2 4 S ]
1, Konsiderans bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan | Diktum menimbang disempurnzkan dan sefiap

Menimbang daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan | akhir anak kalimat diakhii tanda baca fitik
pemerintahan, pembangunan dan Sosial kemasyarakatan, dalam | koma,
rangka pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian
daerah;
bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konsfitusi Republik Indonesia
Nomor 46/PUL-XII2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan
bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009
tentang PORD dinyatakan tarif refribusi ditetapkan paling tinggi 2%
dar NJOP PBB menara telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945, perlu
dilakukan penyesuaian kembali pemungutan retribusi pengendalian
menara telekomunikasi;
bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada hunf a dan
huruf b tersebut di atas, peru ditetapkan Pesatwran Daerah tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
2 Konsiderans 4. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan | Diktum Mengingat
Mengingat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor | - Angka 4 dan Angka 8 disempurnakan
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) | - tambahkan 1 (tiga) angka baru yang
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhic dengan Undang- | mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas | Pemanfaatan Pajak Daerah dan Refribusi
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinizhan | Daerah
B. Reraturan-Bercama-Mentor-Dalam—bloger—hemer—8-tahun Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer | - dengan adanya penambahan angka pada
58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679); dasar hukum, penulisan angka selanjutnya
Peraturan_Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara | Eg::??i?\aa:us karena keputusan tersebut |
) Femberian dan Pemanfaatan Paiak Daerah dan Refribusi Daerah | o\ pap gicaut dengan PP No.69 Tahun 2010
MLMMMM - Angka 10 d|hapus karena tldak 'ermasuk
10 W"M@Mﬂﬂﬂﬁu daia-n hlram per.uU.an

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerigan Umum,
Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009.
Nomor__19/Peraturan Menterni™ Kominfo/ 0372009 dan Nomor
03/P/2009 fentang_ Pedoman Pembangunan dan Pengqunaan
Bersama Telekomunikasi;

- Angka 11 disempumakan  depgan
menambahkan lembaran daerah dan
tambahan lembaran daerah Kota B.L ampung

- Angka 12 dihapus, karena Retfribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur
tersendini

- Angka 13 tambahkan Perda tentang CPD
yang telah ditetapkan
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11.  Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 tahun 2007 | 9. - -
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana | 10. -
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012, 11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007
12. Poratufan=—paoraheKola-Rantdas-lampuige Nompieb—Talu-- tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
SR RGNS LB A5 R Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2007 Nomor....Tambahan
Lomphingahur-204-Nomer06} Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomer...)
sebagaimana felah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun
2012 Nomor....Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor...);
12, -
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampun
Tahun 2016 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kota
Bandar Lampung Nomar 07);
Diktum Menetapkan Menetapkan PERATURAN DAERAH  TENTANG  RETRIBUSI | Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI | Diktum menetapkan pada akhir
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS!, kalimat diakhiri tanda baca titik
Ketentuan Umum BAB | BAB | Ketentuan Umum, Pasal 1
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM a. Penulisan  hunf  diubah
Pasal 1 Pasal { dengan  angka  sesuai
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Dalamn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan; ketentuan UU Nomor 12
a——Kota-adalah-kota-Bandar-kampung; 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah Tahun 2011
adalah  kesatuan masyarakat hukum yang | b. Penulisan frase ‘Dalam ..”
m. mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang disejajarkan dengan frase
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan ‘Peraturan..” pada Oiktum
kepentingan  masyarakat  setempat menumut Menetapkan
prakarsa sendii berdasarkan aspirasi masyarakat | €. Angka 1 diubah disesuaikan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. dengan kefentuan Pasal 1
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang angka 12 UU No. 23 Tahun
selaniinya  disingkat SKRDLS adalab  Surat 2014
Ketetapan Retribusi yang menentukan jumiah | d. Angka 13 disempunakan |
kelebihan pembavaran retribusi karena jumiah kredit | © Tambahkan satu angka yaitu

retribusi lebih besar daripada retribusi yang tertuiang
atau seharusnya tidak terutang.
18. Perangkat Daerabh adalah perangkat daerah yang

lingkup dan tugas serta tangqung jawabnya dibidan
felekomunikasi dan informatika.

angka 18 yang memuat
pengertian perangkat daerah
Diakhir kalimat diberi tanda
baca ik, bukan titk koma
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5 | Nama, Objek dan BAB Il BARB i Pasal 2 disempumakan sesuai
Subjek retribusi NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI ketentuan UU No, 28 Tahun

Pasal 2 Pasal 2 2009
{1) Dengan nama Retribusi Pengendallan Menara Telekomunlkasl (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
dlpungut retnbusn atas paldyahan—iasa-~pengondaia g dipungut retribus! atas pemanfaatan ruang untuk menara
: Rg-diselon : telekomunikasi.
(2) Oblek Retnbu5| pengendahaa-menara telekomumkasu adalah-bngkat (2) Objek Retribusi adalah_pemanfaatan ruang untuk menara
; 4 telekomunikasi dengan memperhatikan _aspek tata ruang,
dap\kul-pemﬂntah-daemh keamanan dan kepentingan umunm..
{3) Subjek refribusi pergendalian-merara- pikasi adalah orang | (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
pribadi atau badan PO menggunakan/menikmati _pelayanan pengendalian menara
RORGApatkIR-polayaRan- telekomunikasi yang diberikan.

6 |Cara Mengukur BAB Il BAB jll Pasal 3 disempurnakan sesuai
Tingkat Penggunaan CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA dengan putusan Mahkamah
Jasa Pasal 3 Pasal 3 Konstitusi  No.  46/PUU-

—Tinghkat—ponaguhaan—iasa—diskur—bordasarkan-fte (1) Tingkat penaqunaan {asa diukur berdasarkan fumlah kunjungan | X1172014 Tahun 2015
BeRgaNasaR-menara-tole! dalam rangka pengawasan dan pengendalian _menara
plokemdnikash-20Ra6i=pon telekomunlkasi setama 1 {satu) tabun.

Aenara-lolokomunkach (2) Frekuensi kegiatan pengawasan menara telekomunikasi
(2) Frekuensi kegiatan pengawasan menara  felekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa jumiah

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah berupa jumlah kunjungan ke fokasi menara yang ditetapkan sebanyak 2 (dua)

kunjungan ke lokasi menara yang ditetapkan sebanyak siRimal3 kali dalam 1 (satu) tahun.

¢Hga) kali dalam 1 (satu) 1ahun. {3) Kegiatan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana

telekomunikasi

{3) Kegiatan pengendalian
dimaksud pada ayat 1 {satu) adalah berupa kegiatan operasional

menara sebagaimana

Sistem Informasi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi
(SIDALMENTEL) selama 1 (satu) tahun.

(4) Zemasi-penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah berupa indeks variabel zopasi penempatan
menara telekomunikasi yang ditetapkan sebagai berikut:
a.Zona padat  indeks 1,1
b.Zona sedang indeks 0,9

(5) <emis=-menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah berupa indeks variabel jenis menara telekomunikasi
ditetapkan sebagai berikut:

a.Menara Teregang {Guyed Mast) indeks 0,8

b.Menara Tunggal (Pole/Rangka) indeks 0,9
¢.Menara Mikrosel (MCP) indeks 1,1
d.Menara Rangka Mandirl (SST)  indeks 1,2

(4)

(5)

dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah berupa kegiatan
operasional  Sistem Informasi Pengendalian  Menara
Telekomunikasi (SIDALMENTEL ) selama 1 {satu) tahun.

Indeks variabel zonasi penempatan menara telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa indeks
variabel zonasi penempatan menara telekomunikasi yang
ditetapkan sebagai berikut:

a.Zona padat  indeks 1,1

b.Zona sedang indeks 0,9

Indeks variabel jenis menara telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) adalah berupa indeks variabel jenis
menara telekomunikasi yang ditetapkan sebagai berkut:

a. Menara Teregang (Guyed Mast) indeks 0,8
b. Menara Tunggal (Pole/Rangka) indeks 0,8
€. Menara Mikrosel (MCP) indeks 1,1
d. Menara Rangka Mandiri {(SST)  indeks 1,2

{
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BAB IV BAB IV Pasal 4 disesmpumakan,
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN | PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN | sesualkan Putusan MK Nomor
TARIF RETRIBUSI TARIF RETRIBUS! 46/PUU-X1/2014 Tahun 2015
Pasal 4 Pasal 4
(1) Prinsip dan sasaran das=penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk | (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tanf retribusi ditetapkan
menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi. pengendalian menara telekomunikasi.
{(2) Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya | (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
operasional yang berkaitan fangsung dengan kegiatan pengawasan meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan
dan pengendalian menara telekomunikasi. pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan
dinas dan belania barang pakal habis.
Struktur dan BAB V BABV Pasat 5 dissmpumakan sesuai
Besamya Tarif STRUKTUR DAN BESARAN-TARIF RETRIBUSI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ketentuan putusan Mahkamah
Retribusi Pasal § Pasal 5 Konstitusi  No.  46/PUU-
{1} Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan | (1) Reftrbusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan | XII/2014 Tahun 2015
formulasi sebagai berikut: dengan formulasi sebagal berikut:
RPMT = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi RPMT = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi
(2) Tingkat penggunaan ]asa merupakan jumlah hasn perkalian indeks | (2) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah hasil perkalian
variabel zonasi peRes =RRaAaRR-t0 Jrikast dengan indeks indeks variabel zonasi dengan indeks variabel jenis menara.
variabel jenis menaramlekem&kasi (3) Tanf Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 1.326.000,- per menara
(3) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp~3-848-800- per menara per per tahun, dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam
tahun, dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Peraturan Daerah ini.
ini,
Perubahan Tarit BAB VI BAB VI Pasal 6 disempumakan
Retribusi PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 6 Pasal 6
(1) Tanf retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekati. (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {3)
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling {ama 3 (tiga) tahun sekali.
difakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan | (2) Peninjauan tanf retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

perekonomian.
Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksudpada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

©)

dilakukan dengan memperhatikan indeks dan
perkembangan perekonomian.
Penetapan perubahan tanif retribusi sebagaimana dimaksudpada

ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.,

harga

|
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Pemanfaatan Pasal § Pasal 9 Pasa 9  disampumakan
(1) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah dan (1) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah dan denganbmsmbah ayat 3(2) dan
sepenuhnya disetorkan ke kas daerah, sepenuhnya disetorkan ke kas daerah. . menam katkan ayatp( )Ibfg’
) Hacil-porarmaan-Rotibas-manng R=pOngap g (2) Pemantaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai ses;:anuilentuaar_}_ 3323009 L
kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan | 3Yat UU No. 28 Tahun
pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(3) Ketentuan mengenal alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dutetapkan dengan Peraturan
Walikota.
Keberatan Waijib Pasal 10 Pasal 10 Pasal 10 disempumakan
Retribusi dalam dengan merubah jangka wakiu
Pemungutan (1} Wajib Retrlbusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada |(1)  Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada | keberatan pada ayat (3)

Insentif Pemungutan

Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasanyang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama <{satd}
bulas sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana diamksud pada ayat
(3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau
kekuasaan wajib retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi
dan pelaksanaan penagihan retribusi.

(2)
Q)

(4)

(3)

Pasal 13
(1
(2)
)

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diber
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pembenan dan pemanfaatan insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disecusikan-dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasanyang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
{tiga) bulan sefak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib
retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana diamksud pada ayat
{3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau
kekuasaan wajib retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

(2)
@)

(4)

Pasal 13
(1)
(2)
(3)

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diben
insentif atas dasar pencapalan kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani
peraturan perundang-undangan.

sesuai ketentuan Pasal 162
ayat (3) UU No. 28 Tahun
2009

Pasal 13 disempumakan
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9 | Pengurangan, BAB X BAB X Pasal 17 disempumakan dan
Keringanan, PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN setiap akhir kalimat diakhiri
Penundaan DAN PEMBEEBASAN RETRIBUSI DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI tanda baca titik
dan  Pembebasan Pasal 17 Pasal 17
Retribusi (1) Walikola atau pejabat yang ditunjuk dapat memberkan | (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi.
f : (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan dan
(2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan  dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi berdasarkan
dengan memperhatkan kemampuan wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
peraturan petundang-undangan yang beraku; (3) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan dan
(3) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dapat diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam
diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau dan/atau kerusakan dan/atau masyarakat yang tidak mampu,
kerusakan dan/atau masyarakat yang tidak mampu, berdasarkan berdasarkan peraturan perunang-undangan yang beraku,
peraturan perunang-undangan yang berlaku; (4) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan dan
{(4) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
retribusi diatur dakas-Peraturan Walikota.
10 | Pemeriksaan BAB Xl BAB Xli Pasal 20 disempumakan
Retribusi PEMERIKSAAN RETRIBUSt PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 20 Pasal 20

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

() Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. Memperihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan
dokumen yang menjadi dasarmnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna keiancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperiukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi
diatur dengan Peraturan Walikota,

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan unfuk menguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka
meiaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

(2) Waijib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan danfatau meminjamkan buku atau catatan
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap periu dan memberikan banfuan guna
kelancaran pemeriksaan; dan/atau

¢. membenkan keterangan yang diperiukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi
diatur dengan Peraturan Walikota.

T
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(N

(2)

(3)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota
dibei wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negen sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencarl, mengumpulkan dan menelitl keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas;

b. Meneliti, mencan dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
ditakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dar orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. Mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut,

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang beriangsung
dan memerksa identitas orang atau dokumen yang dibawa
sebagaimana yang dimaksud pada hurf g;

h. Memotret sesecrang yang herkaitan dengan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j Menghentikan penyidikan;

(1)

1 2 3 4 5 ]
11 | Penyidikan BAB Xl BAB XIli Pasal 21 disempumakan,
PENYIDIKAN PENYIDIKAN Dalam merumuskan

Pasal 21 Pasal 21 ketentuan yang menunjuk

Selain Penyidik Kepolisian Republik_Indonesia, Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diben

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud

(2)

dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawal negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

d

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas;

menelit, mencar dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
meminta keterangan dan bahan bukti darl orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
memenksa buku-buky, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
menyuruh  berhenti  dan/atau  melarang  seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerksaan
sedang berangsung dan memeriksa identitas orang atau
dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada
huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan ftindak pidana
dibidang Retribusi Daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

pafabat  tertentu sebagai
penyidik pegawai negen sipil
diusahakan agar  tidak
mengurangi  kewenangan
penyidik Polr untuk
melakukan penyidikan
sesuai ketentuan Lampiran |}
angka 219 UU No. 12 Tahun
2011

!

A
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k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak k. melakukan ftindakan lain yang pefiu untuk kelancaran
pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan
dipertanggungjawabkan, peraturan perundang-undangan yang beraku.
(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan | (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan
umum melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur kepada penuntut umum melalsi Penyidik Pejabat Kepolisian
dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Hukum A¢ara Pidana.
12 | Sanksi BAB XIV BAB XV Pasal 22
Administratif SANKS! ADMINISTRATIF SANKSI ADMINISTRATIF - disempumakan dengan
Pasal 22 Pasal 22 merujuk ketentuan pasal
(1) Dalam ha! Waijib Retribus! tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau | Dalam hal Wajib Refribusi tertentu tidak membayar tepat pada yang dilanggar
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% | waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam | - ayat (2) sampai dengan
(dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang | Pasal....... , dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ayat (4) dihapus, dalam
dlbayar dan dltagm dengan menggunakan STRD (dua persen) seffap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau pengenaan sanksi
: = ) ; : kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; administratif,
berpedoman kepada
ketentuan Pasal 238
ayat (5) UU NO. 23
Tahun 2014
13 | Ketentuan BAB XV BAB XV Pasal 23 disempumakan sesuai
Pidana KETENTUAN PIDANA KETENTUAN PIDANA ketentuan Pasal 176 dan Pasal
Pasal 21 Pasal 23 178 UU No. 28 Tahun 2009

("

(2)

Wajib Retrbusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) buian atau
denda m%ﬁ-(-kma) kali Jumiah retnbusu terutang yang tidak atau kurang

dibayar maksimal-Rer60-008-000-ima-pulub-juia-rupiat
Ketentuan pldana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) merupakan
pelanggaran.

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

{2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pefanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan Negara

dengan menambahkan ayat (3)
baru, sesuai ketenfuan U No.
20 Tahun 1997 dinyatakan

bahwa denda merupakan
penefimaan negara  bukan
pajak
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Penutup

Penjelasan

Lampiran

Pasal 26
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

A.  PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA
B. PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

BIAYA
NO KOMPONEN BIAYA SATUAN SATUAN | BIAYATOTAL
{Rp)
(Rp)

1 Transportasi = bt 2000000 | 4000000000 |

2 Ueng Harian oM | #0hen 650000~ | ——$26000—

3 ATK o - S00000- | —5000-000
4 Admin SIDPALMENTEL 308 | fabuen 3500000 | —54-000-000.

5 Operasionai ECYT™ 2000000, | —~24-000:000-

SIDALMENTEL - B 1
Total Biaya opemsiohal per tahun $408-000-000 -
Biaya rata-rata psr menara per tahun {500 menar telekomunikast) —inB18:000,-

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

NOMOR...TAHUN...

..............................

Pasal 26

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

TENTANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR
TANGGAL

A.  PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA
B. PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

[ BIAYA BIAYA |

NO KOMPONEN BIAYA SATUAN SATUAN TOTAL
(Rp) (Rp)

1 Transportasi 1TH 180 har 2.000.000 - 360.000.000,~ |
2 Uang Harian J0OH | 180 hari 550.000.- 297 000.000,-
3 ATK 1 Thn - 6.000.000 - 6.000.000,-
4 Admin SIDALMENTEL 10B | 12bdan 1.500.000 - 54.000.000 -
5 Gperasional SIDALMENTEL 12 . 2.000.000 - 24.000.000,-

| lan | _

| Tote! Bisya operasional per ahun 663.000.000 -

‘L Biaya rata-rata par menara per tehun {500 menara telekomunikasi) 1.326.000,-

Pasal 25 dihapus,
karena sesuai ketentuan
angka 210 Lampiran I
UU No. 12 Tahun 201,
Daiam  pendelegasian
kewenangan  mengatur
fidak boleh adanya
delegasi blangko,

Pasal 26
disempumakan, sesuai
ketentuan Lampiran |l
angka 150 UU No. 12
Tahun 2011

Agar diberi Penjelasan
sesuai ketentuan
Lampiran |l Angka 174
UU No 12 Tahun 2071

Panulisan Lampiran
dissmpurnakan

Lampiran Huruf B agar
disempumakan  sesuai
ketentuan putusan
Mabkamzh  Konstitusi
No.  46PUU-XII/2014
Tahun 2015
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C. DISTRIBUSI BIAYA BESARAN NILAI RPMT

. DISTRIBUSI BIAYA BESARAN NILAI RETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

. CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO\PICARDO






